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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA Ji·.r\ARTA

NOMOR 10 TAHUN 2010

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir sudah tidak

sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Repliblik Indonesia Nomor 4740) ;

2. Undang-U::dang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Sur-~ Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nome' 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3Gb; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahlln 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemer 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nor"or 1 Tahun 2004 tentang Perhendaharaan
Negara (Lembaran ~. ogara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lem~ ,ran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang '~omor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerClndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentIng Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambohan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TamJahan Lembaran Neg,uo Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

11. Undang-Undilllg Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan J"lan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tenlang Tata Cara

Penyilaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Sural Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan 8arang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secars

Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Sural Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat

dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung

Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4051);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nemer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak PrclVinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dar.a
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di
luar badar. jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha l1laupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
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10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.

11. Pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnya

diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai
pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.

BAB II

NAMA PAJAK

Pasal 2

(I) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor.

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak
Parkir dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 3

(1) Objek Pajak 'Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), adalah:

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah:

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya
digunakan untuk karyawannya sendiri;

C, penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulal, dan
pelwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
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d. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan
kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan rada 4
(empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua

puluh) kendaraan roda 2 (dual;

e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata
digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan
bermotor.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal4

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

parkir kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF,

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal6

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau

yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma

yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
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Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal?

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal9

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir
berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal10

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1

(satu) bulan takwim.

(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
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Bagian Kedua

Saat Terutang Pajak

Pasal 11

(1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dengan
pembayaran.

(2) Dalam hal pembayaran dilerima sebelum parkir diselenggarakan,
pajak lerulang pada saat lerjadi pembayaran.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal12

(1) Terhadap Pajak Parkir yang terulang dalam masa pajak yang
berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku
ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak
Parkir.

(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraluran Daerah ini belum
dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku
sep~ 'ng tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

I<ETcNTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daer".: I,'i mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2002 tentang Po;'"k Parkir (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - ahun 2002 Nomor 148), dicabul dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

FA ZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 16



/

- 10 -

PENJELASAN

I\TAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

OMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung

untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan
yang memadai. Salah salu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerinlah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan pajak daerah

antara lain Pajak Parkir.

Selama Inl pelaksan8an pemungutan Pajak P<:Hkir sudah diatur dal81ll
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan
objek Pajak Parkir, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturnn Daer3h
Nomor 6 Tahun 2002 melalui Peraturan D3erah juga y3ng d31am penyusun3nnyn
dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pel3ksanaan pemungutan P3jnk
Daerah, khususnya Pajak Parkir daoat optimal dalam r3ngka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan di Pro'!lnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan ke'llenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak

daerah adalah dOllar rangka un uk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang

tinggi dan diluar kC\'lcnangan yang dlberikan, sehingga dapat Illenarnball beban

kepada masyarakat, dan seJalan dengan tuntutan masyarakal terhadap pelayanan
Illasyarakat yang harus semakin baik. maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta seeara terus menerus berupaya meningkatkan klnerja
pelayanannya sebagai ana yang diharapkan oleh masyarakal.

Untuk Illeningkati<an akuntabllitas 3tas pungutan pajak Daerah rnaka didalam
Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009, pad a ketentuan Paj3k Parkir telah
c1i8m<:1n8Ik,m <:1g<lr scb<:1gi<11l h<1sil pcncrim81l p<1j<:1k dl<llokasik<:11l untuk pClllbiay8<l1l
pcnyclengg8r<:18n pemcrintah8n d<:1n prmb8n9un8n b<:1gl d<:1cr<:1h

Dellgan diber:akuka'1'y8 Peraturan Pajak D8erah in; d8 3t merlbertkan
kepastian kepada masyaraka dan dunia usaha didalarn pelaksanaan kewajlban

perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk mernbayar

pajak, khususnya Pajak Parkir sernakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak

bekerja seeara profesional yang didasari pad a prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik.
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Subslansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur
1<!l\"n\Ubn 11'10\0'lcll Yb"lj mQIII'Uli onl,"o loin gbjgk PQn Qubjgk pgjgk, dQ'HH

pengenaan pajak, tarif pajak, dan tntn cam panghitungan pajak, serta ketentuan
mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan lidak mendapalkan imbalan secara langsung

adalah bahwa alas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan

imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan,

tetapi diberikan secara kolektif

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan yang diusahakan atau berkaitan dengan
pokok usaha termasuk jasa pengelolaan atau jasa penyediaan
tempat parkir yang disewakan atau dikerjasamakan oleh pemilik
gedung kepada pihak ketiga.

Jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan oleh
pengusaha untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau
disediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan dari

pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasi!.

Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir

yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha

kepada pengguna tempat parkir, dengan dipungut bayaran.

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah

tempat penitipan kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan
kepada pihak ketiga (pihak swasta) tidak termasuk yang
dikecualikan dari objek pajak ini.

Huruf b

Sepanjang memungut bayaran baik harian maupun bulanan I
langganan, tidak termasuk yang dikecualikan dari Objek Pajak ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

ClJkup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal?

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap penyelenggaraan parkir alas penitipan kendaraan bermolor

dengan pembayaran bulanan/langganan yang pada umumnya

pembayaran dilakukan dimuka oleh pengguna jasa parkir.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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